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Artikel Penelitian

ABSTRAK
Pendahuluan: Pemerintah Indonesia meluncurkan program
Jampersal pada awal tahun2011. Program ini harus
dilaksanakan oleh Puskesmas dan sektoe swasta. Penelitian
ini menilai tentang puskesmas yang melakukan inovasi dalam
Pelaksanaan Jampersal yang berdasar pada kebutuhan pasien,
dimana puskesmas memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan
pelayanan antenatal yang berkualitas dengan cara pelayanan
yang terintegrasi.
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan dengan desain studi kasus. Wwancara mendalam
dilaakukan kepada 16 responden, termasuk pejabat kabupaten
yang mengampu program Jampersal.
Hasil:Puskesmas Moyudan melakukan integrasi pelayanan
antenatal care dengan bidan swasta dalam bentuk paket
pelayanan yang tidak dipungut biaya apapun. Sebagian besar
peserta Jampersal merasa puas dengan pelayanan antenatal
care yang terintegrasi ini, namun baru 46,5% ibu hamil di wilayah
Moyudan yang sudah memanfaatkan pelayanan ini.
Kesimpulan:Meskipun tingkat pemanfaatan program ini baru
46,5% , namun dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam
pelayanan antenatal. Peran bidan swasta yaitu merujuk ibu
hamil peserta Jampersal ke puskesmas untuk mendapatkan
paket pelayanann antenatal care dan mengirimkan laporan
pelayanan kesehatan ibu dan anak ke puskesmas setiap bulan.

Kata kunci: Jampersal, integrasi pelayanan kesehatan,
antenatal care, puskesmas, bidan praktek mandiri

ABTRACT
Introduction: Indonesian government launched Jampersal
program or Maternity Insurance in early 2011. This program
must be implemented by Puskesmas and other private provider.
This study examines puskesmas which makes efforts on
innovating the health care system based on patient needs, to
ensure pregnant woman receive quality and comprehensive
antenatal care through an integrated care services.
Method: This research is a descriptive study with qualitative
methods using case study design. In depth interviews were
conducted to 16 respondents, which include stakeholder in
Jampersal implementastion.
Result: Midwifes refers their patient into puskesmas to get
the antenatal packages and they sent the report of their health
services to puskesmas every month.The integration of
antenatal care services in the packages and  Jampersal

participants is not charged/free to acessing this package. The
Jampersal participants are generally satisf ied with this
integrated antenatal care services, but the speed of service
and officers assurance are not yet in line with expectations.
There is 417 pregnant women in Moyudan, but only 192 who
use the integrated antenatal care, i.e. the utilitisation of
integrated antenatal care is  46.5%.
Conclusion: Although the utilization of antenatal care services
integration that occurs between puskesmas and private
midwife practitioners is only 46,5%, but  the implementation of
the strategy  can potentially improve the quality of antenatal
care services and cost efficiency.

Keyword: Jampersal, integrated delivery system, antenatal
care, puskesmas-private midwife practisioners.

PENGANTAR
Program Vertikal dan Integrasi

Puskesmas banyak mendapatkan tugas untuk
melaksanakan program yang bersifat top-down atau
program vertikal. Kecerdasan seorang pemimpin
puskesmas tertantang untuk melaksanakan sekian
banyak program vertikal menjadi program yang dapat
berjalan sinergi dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Kebanyakan pemegang program terbiasa mengacu
pada kegiatan baku yang dikeluarkan pemerintah
atau profesi sehingga mereka lupa terhadap kebu-
tuhan spesifik di daerah. Padahal kebutuhan spesifik
di daerah kerap berbeda dari yang dibayangkan oleh
pembuat program di atas.Pendekatan sistem harus
dikontekskan dengan kebutuhan di daerah dan bah-
kan di tingkat puskesmas1. Implementasi program,
pengambil kebijakan dan masyarakat tidak hanya
memperhatikan bagaimana program itu harus dilak-
sanakan namun juga perlu memperhitungkan, di dae-
rah mana program itu dilaksanakan.Perlu menentu-
kan strategi dalam mengimplementasikan program
agar efektif, sesuai dengan kondisi wilayahnya2. Pe-
ningkatan kinerja pelayanan kesehatan, organisasi
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penyedia layanan kesehatan tidak dapat bekerja sen-
diri dan harus bekerjasama dengan organisasi lain
serta mengintegrasikan pelayanannya3. Pemerintah
sebagai pemeran utama yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
adil untuk seluruh masyarakat memerlukan kerja-
sama dengan sektor lainnya.Istilah vertikal dan ter-
integrasi secara luas digunakan dalam pemberian
pelayanan kesehatan4. Masing-masing menggam-
barkan berbagai fenomena.Dalam prakteknya diko-
tomi keduanya tidaklah kaku dan tingkat vertikalitas
atau integrasi bervariasi tiap program. Kebanyakan
pelayanan kesehatan menggabungkan unsur-unsur
vertikal dan terintegrasi, tetapi keseimbangan antara
program dalam elemen-elemen ini bervariasi. Karena
itu, ketika vertikal dan horizontal dan rancangan pro-
gram yang sedang dibahas, perlu kejelasan pada
program elemen yang dimaksud: 1) pengaturan tata
kelola, 2) organisasi, 3) pendanaan, 4) pelayanan.
Integrasi adalah istilah yang digunakan untuk meng-
gambarkan berbagai pengaturan organisasi dalam
pelaksanaan program dengan cara yang berbeda,
meliputi intervensi dalam hal peraturan pemerintah,
pembiayaan, perencanaan, pelayanan, pengawasan
dan evaluasi5. Integrasi vertikal berarti bahwa ada
kesesuaian antara kegiatanpusat dan lapangan/
daerah. Pembuatan kebijakan nasional hendaknya
memperhitungkan kondisi lapangandan persepsi,
sementara pelaku di lapangan harus bekerja sejalan
dengan kebijakan nasional. Hubungan ini, top down
dan bottom up mentransfer informasi dan alat peng-
hubung yang penting. Integrasi horisontal  berartiada
koordinasi yang erat antara unit operasional, antara
layanan kabupaten yang terpadu dan program verti-
kal  dan dalam kabupaten antara unit kesehatan
perifer dan rumah sakit6.

Pengertian Integrasi
Kata Integrasi berasal dari bahasa latin “inte-

ger” yang berarti “untuk melengkapi.” Kata sifat “Inte-
grasi” berarti “bagian dari keseluruhan” (Organic part
of a whole) atau “menggabungkan kembali dari kese-
luruhan.“ Kata Integrasi sering digunakan untuk
menggambarkan penggabungan atau merger dari ele-
men-elemen atau komponen-komponen pembentuk
suatu sistem yaitu penggabungan input, proses pela-
yanan, manajemen dan organisasi sebagai sarana
untuk meningkatkan akses, mutu, kepuasan pelang-
gan dan efisiensi pembiayaan7. Sistem pelayanan
integrasi atau lebih dikenal sebagai Integrated De-
livery System (IDS) adalah jaringan penyedia layanan
kesehatan maupun organisasi yang menyediakan
atau mengatur untuk memberikan layanan terkoordi-
nasi berkelanjutan untuk populasi tertentu, dan ber-

tanggung jawab secara klinis dan fiskal atas hasil
pelayanan kesehatannya berupa peningkatan sta-
tus kesehatan populasi yang dilayani.Beberapa sis-
tem ada yang berdiri sendiri atau bekerjasama de-
ngan pihak asuransi dalam pelayanannya. Tujuan
dari sistem pelayanan integrasi adalah: 1) mening-
katkan kualitas pelayanan dan pengurangan/reduksi
biaya, 2) kepuasan pelanggan yaitu kemudahan ak-
ses pelayanan yang berkelanjutan dan fokus pada
kesehatan konsumen, dan 3) manfaat bagi masya-
rakat yaitu meningkatkan status kesehatan
masyarakat8.

Integrated Delivery System (IDS) dikembangkan
untuk meningkatkan efikasi dan efisiensi sistem pela-
yanan kesehatan, terutama bagi pasien yang mem-
butuhkan pelayanan kesehatan yang multipel, dan
interaksi dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang
kompleks. Dalam hipotesisnya, IDS mampu menye-
lenggarakan pelayanan kesehatan yang berkesinam-
bungan, kepuasan pelanggan, dan pengurangan
pembiayaan operasional9. Ada tujuh elemen dalam
Integrated Delivery System yang ideal, yaituinformasi
yang berkelanjutan, koordinasi pelayanan, kerjasa-
ma tim, inovasi yang terus menerus untuk mening-
katkan kualitas pelayanan, kemudahan akses pela-
yanan maupun sumber informasi10. Derajat integrasi
adalah koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi11. Inte-
grasi dapat terjadi dalam beberapa tingkatan/level,
integrasi fungsional yaitu integrasi yang terjadi pada
sistem kesehatan secara makro.Integrasi organisa-
sional yaitu pada tingkat meso, misalnya adanya
aliansi strategis antara kesehatan dan institusi pe-
layanan sosial. Integrasi professional yaitu integrasi
pada tingkat meso juga yang terjadi misalnya pada
kalangan praktisi kesehatan, contohnya praktek dok-
ter berkelompok. Terakhir adalah integrasi klinis di
tingkat mikro, yaitu integrasi dengan menyediakan
pelayanan yang kontinyu/berkesinambungan, misal-
nya pada proses persalinan dan perawatan antena-
tal yang berkelanjutan pada tingkat individu. Tidak
ada definisi yang disepakati untuk mengukur sejauh
mana pelayanan integrasi, yang bisa dinilai adalah
bagaimana sistem penganggaran dalam pelayanan
integrasi, atau bagaimana tingkat pemanfaatan inte-
grasi oleh pengguna12.

Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) dise-
lenggarakan dengan maksud untuk mempermudah
akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan ante-
natal care dan pertolongan persalinan yang hygienis
oleh tenaga kesehatan yang terlatih baik persalinan
normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan
untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang
sering menjadi masalah pada kelompok masyarakat
dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Seperti
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negara berkembang lainnya, upaya peningkatan sta-
tus kesehatan masyarakat sering diselesaikan de-
ngan pembiayaan sektor kesehatan, belajar dari Gha-
na tentang An exploratory study of the policy pro-
cess and early implementimplementation of the free
NHIS coverage for pregnant women in Ghana13 dan
Kenya A policy analysis of the implementation of a
reproductive health voucher program in Kenya14,
ternyata tidak cukup hanya masalah biaya saja yang
perlu diatasi, namun lebih kepada tatalaksana pro-
gram di lapangan agar dapat mencapai tujuan yang
diharapkan. Dalam pelaksanaan Jampersal di Kabu-
paten Sleman, Dinas kesehatan menerapkan pola/
sistem yang berbeda antara puskesmas dan bidan
praktek swasta. Perbedaan tersebut terletak pada
sistem pembayaran dan jenis pelayanan antenatal
care, yang mengakibatkan perbedaan manfaaat yang
diperoleh peserta Jampersal yang datang ke pus-
kesmas dan bidan praktek swasta. Puskesmas di
Sleman memiliki fasilitas yang sudah lengkap, baik
sumber daya manusia maupun sarana fisik. Namun
pemanfaatannya masih kurang optimal, sehingga se-
ring terjdi inefisiensi. Sedangkan bidan praktek swas-
ta memiliki kemampuan terbatas dalam memberikan
pelayanan antenatal care, karena mereka tidak me-
miliki alat laboratorium untuk mendeteksi faktor resi-
ko pada ibu hamil, serta fasilitas konseling gigi, gizi,
dan psikologi, padahal semua jenis pelayanan an-
tenatal care tersebut seharusnya dapat diperoleh
peserta Jampersal secara gratis. Dari latar belakang
ini, maka Puskesmas Moyudan berupaya untuk
mengintegrasikan pelayanan bidan praktek swasta
kedalam program  KIA puskesmas supaya seluruh
ibu hamil di wilayah Moyudan mendapatkan jenis
pelayanan antenatal care yang optimal, dan
komprehensif.

BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

dengan metode kualitatif menggunakan rancangan
studi kasus. Wawancara mendalam dilakukan ke-
pada 16 responden, terdiri dari Kepala seksi kese-
hatan dasar Dinkes Sleman,Tim verifikator Jamper-
sal, 1 orang bidan koordinator puskesmas, 3 orang
bidan praktek mandiri, 6 orang ibu hamil peserta Jam-
persal, 1 orang staf puskesmas, 1 orang bidan desa
dan 2 orang kader kesehatan. Observasi dan penelu-
suran dokumen dilakukan untuk melengkapi data.
Integrasi pelayanan antenatal care dinilai dari mutu
pelayanan, reduksi pembiayaan dan kepuasan ibu
hamil peserta Jampersal. Akses pelayanan dilihat
dari kemudahan prosedur pelayanan Jampersal di
puskesmas, dan kesesuaian  jenis pelayanan ante-

natal care yang di standarkan oleh dinas kesehatan
Sleman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kualitas Pelayanan Antenatal Care

Peserta Jampersal fleksibel boleh datang ke
puskesmas atau ke bidan, hanya untuk yang empat
kali kunjungan yang dijamin Jampersal ibu hamil di-
harapkan datang ke puskesmas untuk mendapat
paket pelayanan antenatal care yang lengkap, untuk
mendeteksi adakah faktor resiko pada kehamilan,
dan jika tidak ada faktor resiko, ibu hamil akan kem-
bali ke bidan untuk melanjutkan pemeriksaan ante-
natal care maupun untuk persalinan.

Peserta Jampersal diminta untuk mengisi surat
pernyataan sebagai peserta Jampersal dan diminta
untuk mengumpulkan persyaratan administrasi yaitu
foto copy kartu keluarga, foto copy KTP dan foto
copy buku pemeriksaan (KIA).

“… syaratnya gampang, cuma Fotocopy KTP,
foto copy Kartu Keluarga,  dan  lembaran buku
periksa,” (Peserta Jampersal 04)

Tabel 1 menunjukan jenis pelayanan antenatal
care yang didapatkan oleh ibu hamil jika mengakses
pelayanan secara integrasi, yang berupa paket pela-
yanan antenatal care, akan lebih lengkap dibanding-
kan jika ibu hamil hanya datang ke BPS saja.Jadi
dengan adanya integrasi pelayanan, maka pelayanan
antenatal care menjadi lebih berkualitas.

Tabel 1. Jenis Pelayanan Antenatal Care Berdasarkan
Tempat Pelayanan

Jenis pelayanan Puskesmas BPS 
Pemeriksaan fisik: tensi, tinggi 
badan, timbang berat badan, 
Ukur lingkar lengan 

 

Pemeriksaan obstetri: tinggi 
fundus uteri, letak bayi 
menggunakan perasat, detak 
jantung janin  

 

Laboratorium: urin rutin, reduksi 
glukosa 


 

Konsultasi gigi 
Konsultasi Gizi 
Konsultasi Psikologi  
Konsultasi ASI             





Kepuasan Peserta Jampersal
Kepuasan ibu hamil peserta Jampersal dilaku-

kan dengan wawancara mendalam kepada ibu hamil
yang periksa ke puskesmas, yang sebelumnya per-
nah periksa ke bidan praktek mandiri. Daftar perta-
nyaan kepuasan ibu hamil diambil dari Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/
2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi peme-
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rintah, yang terdiri dari 14 unsur yang relevan, valid
dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada
untuk dasar  pengukuran indeks kepuasan masyara-
kat yang meliputi: prosedur pelayanan, persyaratan
pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplin-
an petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pela-
yanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, keso-
panan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pe-
layanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jad-
wal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan ke-
amanan pelayanan7.

Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa
secara umum peserta Jampersal merasa puas de-
ngan pelayanan antenatal care yang terintrgrasi,
hanya pada kepastian petugas dan waktu tunggu,
peserta Jampersal merasa belum sesuai harapan.
Kepuasan peserta Jampersal dapat dibuktikan pula
dari peningkatan jumlah kunjungan ibu hamil ke
puskesmas untuk mengakses pelayanan antenatal
care yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari grafik
berikut.

Grafik di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan
kunjungan ibu hamil ke puskesmas, dari tahun 2011
dan 2012.

Reduksi pembiayaan
 Untuk mendapatkan paket pelayanan antena-

tal care, peserta Jampersal tidak dipungut biaya apa-
pun, karena puskesmas akan mengajukan klaim
atas pelayanan paket antenatal care sebanyak em-
pat kali kepada Tim Jampersal dinas kesehatan, se-
besar Rp80.000,00 jadi peserta jampersal dapat
menghemat biaya untuk mendapatkan pelayanan
antenatal care ini, dibandingkan apabila peserta Jam-
persal hanya datang ke BPS, karena BPS tidak me-
lakukan klaim, sehingga biaya pelayanan dibeban-
kan kepada ibu hamil.

Strategi Integrasi Puskesmas
Strategi yang dilakukan puskesmas terdiri dari:

1) Pendanaan, dana Jampersal dari pemerintah pusat
merupakan awal munculnya ide untuk mengintegrasi-
kan pelayanan antental care di Kecamatan Moyudan.
Hal ini dilatar belakangi adanya pelaksanaan Jamper-
sal dengan dua standar yang mengakibatkan perbe-
daan manfaat dan kualitas pelayanan antenatal care
yang didapatkan oleh ibu hamil, 2) Administrasi,
integrasi pelayanan antenatalcare sudah dipahami
oleh bidan praktek mandiri di wilayah Kecamatan
Moyudan, namun kerjasama antara puskesmas dan
bidan praktek mandiri didasarkan pada kesepakatan
secara lisan saja, tidak ada perjanjian tertulis, dan
bisa dikatakan bersifat informal saja. Hal ini dibukti-
kan dengan pernyataan dari bidan praktek mandiri
berikut ini:

“Ada kerjasama, tapi tidak pake MOU tertulis,
jadi dari pihak puskesmas sudah
menginformasikan kepada bidan praktek
mandiri tentang kerjasama tersebut oleh
dokter puskesmas atau kepala puskesmas
dan bidan KIA puskesmas, jadi bps sudah
tau adanya kerja sama antara puskesmas dan
bps.” (Bidan swasta 02)

Pengorganisasian Bidan Praktek Mandiri Oleh
Puskesmas

Koordinasi dalam rangka pengorganisasian ker-
jasama juga dilakukan oleh pihak puskesmas kepa-
da bidan praktek mandiri, yaitu dengan mengundang
bidan mandiri dalam sebuah pertemuan di puskes-
mas yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam seta-
hun. Koordinasi ini selain sebagai sarana evaluasi,
maupun pembinaan teksnis oleh pihak puskesmas,
dalam hal laporan pelayanan kesehatan ibu dan
anak, juga tentang informasi kejadian kasus di
wilayah kerja puskesmas. Hal ini dibuktikan dengan
pernyataan responden berikut ini:

“ada pembinaan dari puskesmas, tiap satu
atau tiga bulan sekali bidan swasta diundang
ke puskesmas untuk pembinaan, koordinasi
dan sharing.”(Bidan swasta 02)

Keterpaduan Sistem Pelaporan dan Peraturan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Administrasi pelaporan pelayanan kesehatan
ibu dan anak yaitu pelaporan kunjungan ibu hamil,
nifas, imunisasi, puskesmas juga sudah menerap-
kan pola integrasi dengan bidan praktek mandiri.
Laporan ini kemudian akan diolah dan dilaporkan
kepada Dinas kesehatan Sleman sebagai laporan
kinerja cakupan pelayanan KIA.
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Tingkat Pemanfaatan Integrasi Pelayanan
Antenatal Care

Jumlah riil ibu hamil yang ada di wilayah Moyu-
dan adalah 417 orang, namun yang sudah meman-
faatkan pelayanan integrasi ini baru 192 orang, jadi
tingkat pemanfaatan sebesar 46,5%. Hal ini disebab-
kan beberapa faktor antara lain adanya kekhawatiran
dari bidan swasta, jika pasien dirujuk ke puskesmas,
nantinya tidak kembali lagi, atau juga dari pihak pa-
sien sendiri, karena puskesmas hanya buka pada
pagi hari, sementara ada beberapa ibu hamil yang
bekerja pada pagi hari sehingga sulit untuk melaku-
kan pemeriksaan kehamilan di puskesmas ataupun
adanya stigma masyarakat tentang jaminan kese-
hatan pemerintah yang identik dengan rendahnya
kualitas pelayanan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil
wawancara berikut:

“…waktu pembinaan bidan itu, penerimaan
bidan swasta bagus, tapi jujur saja, bidan juga
kuatir kalau merujuk pasien, nanti pasiennya
tidak mau kembali periksa di tempat bidan
lagi.(Bidan desa)

“ jadi ada pandangan masyarakat yang keliru,
bahwa kalau pakai Jampersal nanti
pelayanannya tidak diperhatikan dan di
persulit, terutama kalau mau ke rumah sakit,
padahal kenyataannya tidak begitu, karena
saya mendampingi adik saya yang
melahirkan dengan Jampersal itu tetap
dilayani dengan baik, ditunggui sampai
melahirkan dan tidak terlantar”(Kader
kesehatan)

Tabel 2 menggambarkan integrasi organisasi
jejaring, yaitu sumber-sumber yang ada di lingkungan
puskesmas, yang dapat dimanfaatkan untuk mening-
katkan kesehatana masyarakat.

puskesmas dituntut harus mampu melakukan inovasi
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pus-
kesmas agar puskesmas mampu bertahan hidup
dan menjaga eksistensinya di tengah-tengah masya-
rakat. Definisi inovasi dalam pelayanan kesehatan
dan organisasi adalah suatu perubahan perilaku,
rutinitas dan cara kerja yang secara langsung berpe-
ngaruh terhadap peningkatan outcome15. Penerapan
inovasi pelayanan publik adalah salah satu jalan
breaktrough untuk mengatasi kemacetan dan kebun-
tuan organisasi di sektor publik, sehingga pelayanan
yang diberikan menjadi berkualitas16.

Strategi Manajemen untuk Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien

Strategi adalah rencana manajemen untuk me-
numbuhkan bisnis, memancangkan posisi pada pa-
sar, menarik dan memuaskan konsumen, berkompe-
tisi dengan sukses, menjalankan tindakan terencana
untuk mencapai sasaran yang sudah di targetkan17.
Strategi untuk melakukan integrasi pelayanan kese-
hatan ditentukan oleh faktor-faktor: 1) pendanaan,
2) administratif, 3) pengorganisasian meliputi net-
working atau membangun jejaring pelayanan kese-
hatan dalam bentuk formal maupun informal merupa-
kan salah satu metode utama untuk mengembang-
kan kerjasama organisasi7. Pengorganisasian ber-
kenaan dengan mekanisme yang digunakan untuk
mengatur peran dan fungsi serta penentuan siapa
melakukan apa, oleh manajer program18. Bentuk ker-
jasama yang bersifat informal antara puskesmas dan
bidan praktek mandiri, ada kelemahan dan kelebih-
annya. Kelebihannya adalah kerjasama ini mempu-
nyai resiko kecil bagi organisasi yang bekerjasama.
Kerjasama ini juga memiliki kekurangan yaitu sangat

Tabel 2. Integrasi Organisasi Jejaring

 

Jaringan organisasi Sumber yang dimiliki Program KIA Puskesmas 
Bidan swasta  Pelayanan persalinan normal 24 jam, anc non paket Pelaporan pelayanan KIA terpadu 
Bidan puskesmas Anc paket, kelas ibu, konsultasi gigi, psikologi, gizi Pelayanan antenatal terintegrasi 
Bidan desa Kunjungan rumah factor resiko dan resiko tinggi kehamilan PHN/Kunjungan Bumil Risti 
Kader kesehatan Data jumlah ibu hamil tiap bulan, laporan bumil resiko Deteksi dini bumil risti dari masyarakat 
Dokter spesialis  Pelayanan anc dengan komplikasi, persalinan dengan penyulit Sistem rujukan berjenjang 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala pus-
kesmas dapat membuat banyak program, tergan-
tung apakah dia mampu mengelola sumber-sumber
yang bisa diakses di jaringan organisasinya.

PEMBAHASAN
Inovasi Manajemn Puskesmas

Pada era globalisasi saat ini, dimana persaingan
pasar dan bisnis kesehatan makin ketat, manajer

lemah dalam struktur dan sulit untuk mencapai per-
kembangan atau tindakan yang signifikan19. Namun
kerjasama informal berjalan baik bila program yang
dilakukan spesifik dan tujuannya dapat dicapai20.
Pada penelitian ini, kerjasama yang terjalin antara
puskesmas dan bidan praktek mandiri bersifat spe-
sifik yaitu pelayanan antenatal care bagi peserta Jam-
persal, jadi meski ini baru langkah awal, bisa diha-
rapkan kerjasama ini dapat berjalan dan mencapai
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tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan ibu hamil akan
pelayanan antenatal care yang berkualitas dan ter-
jangkau, 4) Service proses pelayanan, 5) Pendekatan
klinis, yaitu adanya kesamaan persepsi tentang ke-
butuhan pasien dengan partner kerjasama dan ada-
nya standar pelayanan dan prosedur pelayanan yang
ditetapkan, monitoring status kesehatan pasien yang
berkesinambungan, dan adanya prosedur pelayanan
yang komprehensif.

Peran Manajer yang Kompeten
Elemen yang berpengaruh dalam suksesnya ino-

vasi adalah adanya struktur organisasi yang fleksibel
dan adaptif terhadap perubahan, adanya peran leader-
ship dan manajemen yang kompeten dan mampu
memahami fenomena perubahan lingkungan organi-
sasi, sumber daya manusia yang memiliki motivasi,
kapasitas dan kompetensi untuk mau memperbaiki
diri secara terus menerus15. Struktur organisasi yang
fleksibel adalah struktur organisasi yang disebut
adhocracy, merupakan bentuk paling ideal untuk se-
buah organisasi yang menghasilkan produk dengan
pemecahan masalah yang kreatif dalam mengatasi
persoalan kesehatan yang unik.Adhoccracy adalah
konfigurasi koordinasi yang terbentuk karena alasan
peningkatan mutu pelayanan, dimana karakteristik-
nya pada spesialisasi pekerjaan dalam tingkat hori-
zontal6. Integrasi yang dilakukan dalam penelitian
ini merupakan integrasi pelayanan horisontal, namun
melaksanakan program vertical dari pemerintah
pusat. Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan
struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebu-
tuhan, yaitu mengintegrasikan bidan praktek mandiri
menjadi bagian dari sistem pelayanan antenatal care
puskesmas.

Peran manajemen dan kepemimpinan sangat
menentukan implementasi inovasi maupun kebijakan
dalam pencapaian program.Namun sayangnya seba-
gian besar praktisi manajer dan pemimpin di bidang
kesehatan masyarakat masih belum mampu mela-
kukan perubahan, termasuk terbatasnya ketrampilan
dalam mengaplikasikan dan mentransformasi nilai
dan pengetahuan yang pernah mereka peroleh dari
pelatihan21. Penelitian ini menunjukan adanya peran
dari manajer puskesmas dalam upaya mewujudkan
pelayanan kesehatan yang mementingkan kebutuh-
an masyarakat khususnya ibu hamil.

Perlu Adanya Pelatihan Atau Pendidikan Bagi
Manajer di Pelayanan Kesehatan

Manajer di pelayanan kesehatan masih didomi-
nasi oleh dokter, namun dokter umum tidak menda-
patkan pendidikan sebagai seorang manajer, dan

banyak yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja
secara tim dalam sebuah organisasi22.Pemerintah
daerah dalam otonominya harus mampu membekali
para calon manajer puskesmas dengan keahlian da-
lam hal manajmen, bukan hanya manajemen secara
umum, namun manajemen pelayanan kesehatan.
Sebagian besar praktisi manajer dan pemimpin di
bidang kesehatan masyarakat masih belum mampu
melakukan perubahan, termasuk terbatasnya ke-
trampilan dalam mengaplikasikan dan mentransfor-
masi nilai dan pengetahuan yang pernah mereka per-
oleh dari pelatihan. Penting adanya integrasi, yaitu
interaksi antara konteks kebijakan dan praktek
manajemen. Manajer pelayanan kesehatan yang pa-
ham dan sadar akan konteks kebijakan serta sebalik-
nya para penetap kebijakan yang memiliki kapasitas
kepemimpinan dan kepahaman manajemen akan
mendekatkan pada tercapainya tujuan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan dan pada gilirannya
status kesehatan masyarakat21.

Implementasi Kebijakan Integrasi Pelayanan
Implementasi program vertikal dalam sistem ke-

sehatan daerah, perlu disesuaikan dengan konteks
daerah dan kebutuhan daerah agar dapat berjalan
dengan baik. Penelitian ini memberikan lesson learn-
ed tentang penerapan program vertikal yang di modi-
fikasi menjadi program horisontal. Program Jamper-
sal merupakan program top down yang pendanaan
berasal dari pusat, namun dilaksanakan dengan sis-
tem pelayanan terintegrasi dengan provider lain, untuk
meningkatkan kualitas pelayanan. Alasan perlunya
di terapkan sistem integrasi pelayanan adalah 1)
Model pelayanan sendiri/fragmentasi tidak efektif.
Padanegara berkembang, sistem pelayanan kese-
hatan pada umumnya bersifat fragmentasi dan terpe-
cah-pecah, sehingga perlu adanya strategi menginte-
grasikan pelayanan kesehatan supaya sistem pela-
yanan kesehatan dapat efektif, efisien dan mudah
diakses oleh pengguna layanan23. Perlu dikembang-
kan kerjasama sektor publik dan swasta untuk me-
nyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif
dan efisien dalam upaya mengatasi keterbatasan
sumberdaya dan manajemen24. Integrasi merupakan
faktor yang paling banyak memberi manfaat dalam
perubahan sistem kesehatan25. Dalam hipotesisnya,
IDS mampu menyelenggarakan pelayanan kesehat-
an yang berkesinambungan, kepuasan pelanggan,
dan penguranagan pembiayaan sumber daya9. Be-
lajar dari pengalaman Negara lain dalam penyeleng-
garaan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ter-
integrasi, ternyata mampu meningkatklan status ke-
sehatan masyarakat. Seperti hasil penelitian
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Rahman26, tentang Effectiveness of an integrated
approach to reduce perinatal mortality: recent expe-
riences from Matlab, Bangladesh, Ternyata dengan
sistem pelayanan yang terintegrasi dan pemberian
paket pelayanan yang berkelanjutan pada ibu hamil,
melahirkan dan nifas, mampu menurunkan angka
kematian bayi hingga 36%.Penelitian ini memberikan
lesson learned tentang upaya mengintegrasikan pela-
yanan antenatal care bagi peserta Jampersal. Pus-
kesmas sebenarnya memiliki fasilitas yang cukup
memadai seperti laboratorium, dan sumber daya ma-
nusia yang kompeten di bidangnya seperti petugas
gizi, psikolog, layanan kesehatan gigi, namun sering-
kali potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal.
Seorang manajer yang baik, harus mampu mengopti-
malkan peran setiap petugas di dalam organisasinya
untuk meningkatkan kualitas produk/jasa yang diha-
silkan, 2) Keterbatasan anggaran kesehatan. Masa-
lah Pendanaan di Negara berkembang, terutama
anggaran kesehatan memang masih relatif kecil jika
dibandingkan dengan Negara maju, ditambah lagi
tidak adanya data tentang sistem pembiayaan dan
belanja kesehatan yang cost efektif berdasarkan
prevalensi suatu penyakit sebagai dasar penentuan
kebijakan kesehatan, dimana keterbatasan sumber
daya maupun dana masih menjadi masalah utama27.
Pemerintah daerah biasanya memiliki uang terbatas,
namun mereka memiliki tenaga pegawai negeri,
fasilitas pelayanan kesehatan swasta dari yayasan
sosial, tenaga kesehatan1.Bagi pengambil kebijakan,
hendaknya masalah pendanaan ini disikapi dengan
bijak, bagaimana menyelenggarakan pelayan kese-
hatan yang cost effective.Upaya untuk memanfaat-
kan dana Jampersal dengan efisien dan efektif dengan
memanfaatkan sumber jaringan organisasi, sehingga
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi
ibu hamil. Pada sistem pelayanan integrasi, di yaitu
adanya prinsip efisien, manajemen dan administrasi
pendanaan yang diukur melalui output baik kualitatif
maupun kuantitatif dalam kaitannya dengan inputs,
maka efisien akan berhubungan dengan segi ekono-
mis dimana dengan menggunakan biaya yang sedikit
akan mendapatkan hasil yang maksimal20. Ditegas-
kan pula bahwa menurut pendekatan integrasi pela-
yanan pada kesehatan anak maupun kesehatan lain-
nya, direkomendasikan karena secara otomatis
mampu mengurangi pembiayaan belanja kesehatan.
Hal ini tampak pada penelitiannya tentang pende-
katan pelayanan terpadu pada kesehatan anak, yang
tidak hanya fokus pada penyakitnya saja, melainkan
juga memberikan terapi secara holistik, yang meliputi
promotif dan prefentif, sehingga mencegah terjadinya
kasus penyakit yang berulang28, dan 3) Adaptasi

kebijakan lokal dalam implementasi program vertikal.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan bagai-
mana sebaiknya program Jampersal ini dapat diim-
plementasikan dengan optimal di daerah. Selama
ini, pemegang program terbiasa mengacu pada ke-
giatan baku yang dikeluarkan pemerintah atau profesi
sehingga mereka lupa terhadap kebutuhan spesifik
di daerah. Padahal kebutuhan spesifik di daerah ke-
rap berbeda dari yang dibayangkan oleh pembuat
program di atas.Pendekatan sistem harus dikonteks-
kan dengan kebutuhan di daerah dan bahkan di ting-
kat puskesmas1.Ditegaskan pula bahwa dalam im-
plementasi program, pengambil kebijakan dan ma-
syarakat tidak hanya memperhatikan bagaimana pro-
gram itu harus dilaksanakan namun juga perlu mem-
perhitungkan, di daerah mana program itu dilaksana-
kan. Perlu menentukan strategi dalam mengimple-
mentasikan program agar efektif, sesuai dengan kon-
disi wilayahnya2. Pengambil keputusan dalam pela-
yanan kesehatan perlu mempertimbangkan konteks
lokal dan kebutuhan atau preferensi pasien.Dalam
kebijakan kesehatan masyarakat, konteks lokal se-
ring penuh ketidak pastian, kompleks dan sulit dipa-
hami. Preferensi masyarakat diwarnai tarik menarik
kepentingan oleh pihak-pihak yang berbeda.

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam imple-
mentasi program Jampersal, puskesmas tidak serta
merta melaksanakan program sesuai petunjuk teknis
dari kemenkes, namun perlu di modifikasi dan dise-
suaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat se-
tempat. Sehingga program Jampersal ini dapat berja-
lan dengan baik, dan dapat dimanfaatkan dengan
optimal oleh peserta Jampersal di wilayahnya.  Kaji-
an sistematik atas bukti kebijakan kesehatan me-
mang bukan segala-galanya untuk menilai apakah
kebijakan tersebut sudah tepat, tetapi paling tidak
bisa mengarahkan apakah perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk memperkuat bukti yang sudah ada
dan bagaimana penelitian harus dilakukan untuk
memaksimalkan kekuatan bukti yang mendukung
suatu kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari pene-
litian ini yang pertama adalah meskipun tingkat
pemanfaatan integrasi pelayanan antenatal care
antara puskesmas dan bidan praktek mandiri hanya
46,5%, namun ternyata kualitas pelayanan antena-
tal care yang dinilai dari akses/kemudahan prosedur
dan jenis pelayanan antenatal care, memberikan ha-
sil yang baik. Kedua adalah upaya mengintegrasikan
pelayanan antenatal care ini merupakan sebuah
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inovasi puskesmas dalam memanfaatkan sumber-
sumber yang ada di lingkungannya  untuk memperta-
hankan hidup dalam era globalisasi saat ini, sehingga
kedepan eksistensi puskesmas tetap terjaga di
tengah-tengah masyarakat.

Saran
Manajer puskesmas perlu melakukan inovasi

dengan membentuk organisasi jejaring, yaitu dengan
memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingku-
ngannya, seperti bekerjasama dengan bidan swasta,
Rumah Sakit, dokter spesialis serta kader kesehat-
an, supaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta
keberadaan puskesmas dapat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat.

Perlu dipertimbangkan untuk membuat sebuah
kebijakan mengintegrasikan pelayanan untuk meng-
atasi masalah keterbatasan anggaran kesehatan,
keterbatasan tenaga maupun untuk menyelenggara-
kan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efi-
sien, dengan cara menjadikan Tim verivikator Jam-
persal juga sebagai penanggung jawab program KIA
Kabupaten.
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